ABSTRAK

Masalah yang diteliti dalam Skripsi dengan judul “Relevansi Pendapat Imam
Malik dan Imam Syafi’i dengan Peraturan Menteri Agama No.lltahun 2007
Tentang Tata Cara Rujuk®“ adalah untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana tata
cara rujuk menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i?; 2) Bagaimana
relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dengan Peraturan Menteri Agama
RI No. 11 tahun 2007 tentang tata cara rujuk ?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau studi literatur (library
research). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif
induktif yaitu menyajika data yang berhasil dihimpun sehingga menggambarkan tata
cara rujuk menurut imam Malik dan Syafi’i, secara terperinci kemudian ditarik ke
dalam hal yang sifatnya lebih umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rujuk menurut Imam Malik harus
dengan niat, apabila suami merujuk istrinya dengan cara mencampurinya disertai
dengan niat maka rujuknya sah. Saksi menurut Imam Malik tidak diwajibkan.
Sedangkan rujuk menurut Imam Syafi’i harus dengan ucapan atau tulisan, apabila
suami merujuk istrinya dengan cara mencampurinya tanpa ada ucapan maka
rujuknya tidak sah. Saksi menurut imam Syafi’i wajib hukumnya dan harus dua
orang saksi.

Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dengan Peraturan Menteri
Agama No.11 tahun 2007 terletak pada pasal 29 ayat 2,3dan 4 bahwa rujuk itu harus
dengan ucapan dan niat disertai adanya saksi yang menjadi dasar Peraturan Menteri
Agama No. 11 Tahun 2007 adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, tetapi
Peraturan Menteri Agama lebih condong kepada pendapat imam Syafi’i.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para penegak hukum
disarankan: untuk dapat menerapkan hukum dengan baik dan benar, maka seseorang
harus berhati-hati dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hukum Islam atau
hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tentang tata cara rujuk, saran
disampaikan kepada suami istri yang akan melaksanakan rujuk harus
memberitahukan kepada PPN secara tertulis dan kutipan buku pencatatan rujuk
adalah sah. Apabila ditandatangani oleh kepala KUA, maka KUA menyampaikan
pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.



